
  

 
 

 
BUPATI KEPULAUAN ANAMBAS  

PROVINSI KEPULAUAN RIAU 
 

PERATURAN BUPATI KEPULAUAN ANAMBAS 
NOMOR 19 TAHUN 2024 

TENTANG 
PERUBAHAN KELIMA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 43 TAHUN 2023 

TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  

TAHUN ANGGARAN 2024 
 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 
 

BUPATI KEPULAUAN ANAMBAS, 
 
 

Menimbang : a. bahwa berdasarkan usulan pergeseran anggaran beberapa 
perangkat daerah, perlu dilakukan pergeseran anggaran 

yang tercantum dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran 
Satuan Kerja Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2024; 

  b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 177 Ayat (2) Peraturan 
Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas   Nomor 1 Tahun 
2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, pergeseran 

anggaran antar obyek belanja dan/atau antar rincian obyek 
belanja dilakukan melalui perubahan Perkada tentang 

Penjabaran APBD; 
  c. bahwa untuk menjamin kepastian hukum dalam 

melaksanakan pergeseran anggaran diperlukan suatu 
pengaturan;   

  d.  bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 

dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan 
Peraturan Bupati tentang Perubahan Keempat Atas 

Peraturan Bupati Nomor 43 Tahun 2023 Tentang 
Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 

Tahun Anggaran 2024; 
 
Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik 

Indonesia Tahun 1945; 
  2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan 

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4286); 
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 

Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem 
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); 
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5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2008 tentang 
Pembentukan Kabupaten Kepulauan Anambas di Provinsi 

Kepuluan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2008 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4879); 

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah 

beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang 
Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan 
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 

2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor  

41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
6856); 

7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan 
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 

Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 6757); 

8. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang 
Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 
Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4028); 

9. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang 
Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

4502), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 
Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas 
Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang 

Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia      Nomor 
5340); 

10. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana 
Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4575); 
11. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang 

Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165); 
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang 

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 6322); 

13. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang 
Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 
Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 6323); 
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14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 

tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah 
serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana 

Operasional (Berita Negara Republik Indonesia           Tahun 
2017 Nomor 1067); 

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 

tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib 

Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan 
Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan 

Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 
2018 Nomor 630), sebagaimana telah diubah dengan 
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 78 Tahun 2020 

tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri 
Nomor 36 tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, 

Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, 

dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan 
Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia 
Tahun 2020 Nomor 1777); 

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 
tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah (Berita 

Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114); 
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 

tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur 
Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita 
Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447); 

18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 
tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah 

Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan Evaluasi 
Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288); 
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2020 

tentang Pengutamaan Penggunaan Alokasi Anggaran untuk 

Kegiatan Tertentu, Perubahan Alokasi dan Penggunaan 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 581), sebagaimana 
telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri 

Nomor 26 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan 
Menteri Dalam Negeri Nomor 39 tahun 2020 tentang 
Pengutamaan Penggunaan Alokasi Anggaran untuk 

Kegiatan Tertentu, Perubahan Alokasi dan Penggunaan 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2021          Nomor 910); 
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 

tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah 
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020         Nomor 
1781); 

21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2021 
tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah 

tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, 
Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan 
Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan 
dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala 
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Daerah tentang Penjabaran Perubahan Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik 
Indonesia Tahun 2021 Nomor 431); 

22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2023 
tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah 
Daerah Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia 

Tahun 2023 Nomor 630); 
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023 

tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 799); 
24. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas   Nomor 

1 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah 

(Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 
2022 Nomor 90, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten 

Kepulauan Anambas Nomor 91); 
25. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas   Nomor 

5 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah 
Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2023 Nomor 98); 

 
MEMUTUSKAN: 

Menetapkan : PERUBAHAN KELIMA ATAS PERATURAN BUPATI         NOMOR 
43 TAHUN 2023 TENTANG PENJABARAN  ANGGARAN 

PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 
2024.  

 

Pasal I 
Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 43  Tahun 

2023 Tentang Penjabaran  Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten 

Kepulauan Anambas Tahun 2023 Nomor 694), sebagaimana 
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati 
Nomor 17 Tahun 2024 tentang Perubahan Keempat Atas 

Peraturan Bupati Nomor 43 Tahun 2023 Tentang Penjabaran 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 

2024 (Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 
2024 Nomor 780), diubah sebagai berikut: 

 
1. Ketentuan Lampiran I diubah, sehingga berbunyi 

sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan 

bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. 
2. Ketentuan Lampiran II diubah, sehingga berbunyi 

sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan 
bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. 

3. Ketentuan Lampiran IIIa diubah, sehingga berbunyi 
sebagaimana tercantum dalam Lampiran IIIa yang 
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati 

ini. 
4. Ketentuan Lampiran IIIb diubah, sehingga berbunyi 

sebagaimana tercantum dalam Lampiran IIIb yang  
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merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati 

ini. 
5. Ketentuan Lampiran IVa diubah, sehingga berbunyi 

sebagaimana tercantum dalam Lampiran IVa yang 
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati 
ini. 

6. Ketentuan Lampiran Vb diubah, sehingga berbunyi 
sebagaimana tercantum dalam Lampiran Vb yang 

merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati 
ini. 

7. Lampiran VIc diubah, sehingga berbunyi sebagaimana 
tercantum dalam Lampiran VIc yang merupakan bagian 
tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. 

 
 

Pasal II 
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

 
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 
pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya 

dalam Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas. 

 
Ditetapkan di Tarempa 
pada tanggal 10 Juni 2024 

 
 BUPATI KEPULAUAN ANAMBAS, 

 
 
 

                                                                                         dto 
               ABDUL HARIS 

 
Diundangkan di Tarempa 

pada tanggal 10 Juni 2024 
 

SEKRETARIS DAERAH 
KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS, 
 

 
 

     dto 
SAHTIAR 

 
BERITA DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS TAHUN 2024    NOMOR 
782 

 
  Salinan sesuai dengan aslinya 
  KEPALA BAGIAN HUKUM 

 
 

 

 
  BASISWAN M., SH., MH. 

  Pembina 

NIP. 198306042014041001 


